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ABSTRAK 

Perkembangan dan pertumbuhan dunia terutama di bidang teknologi, khususnya 

teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi,turut serta memicu semakin 

berkembangnya oleh derasnya kemajuan kuantitas bahkan kualitas kejahatan 

internasional yang dimana batasan-batasan territorial suatu neagara bukan lagi 

merupakan jadi penghalang suatu kejahatan dapat menuntut keterlibatan negara lain. 

Dalam bidang penegakan hukum pada masa kini kerja sama antar negara menjadi hal 

yang wajib dilaksanakan, baik kerja sama dalam hal pengembangan kapasitas 

personel maupun pertukaran informasi dan bahkan bantuan investigasi akan suatu 

tindak pidana. Ekstradisi merupakan suatu proses dalam penegakan hukum yang 

mengharuskan keterlibatan lebih dari satu negara, keterlibatan tersebut diperlukan 

karena adanya terrtorial atau wilayah hukum dari negara lain yang menjadi tempat 

singgah seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Pada bidang penegakan 

hukum, berdasarkan pasal 42 ayat 3 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kerja 

sama dengan luar negeri, baik dalam rangka operasional, kerja sama teknik maupun 

pendidikan serta pelatihan. Hal tersebut pula yang menjadi dasar peranan NCB 

Interpol Indonesia dalam proses ekstradisi, dimana ekstradisi mekanisme ekstradisi 

itu sendiri diatur dalam UU No. 1 tahun 1979, walaupun mandat yuridis formal yang 

ditetapkan dalam undang-undang tersebut sampai saat ini belum dipenuhi dengan 

membuat peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara 

permintaan ekstradisi dari Indonesia ke negara lain. Pada pelaksaannya ekstradisi 

menghadapai beberapa kendala yang juga menjadi hambatan penegak hukum dalam 

usaha meminta penyerahan warga Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana dan 

melarikan diri ke luar negeri. Sehingga saran yang dapat disampaikan adalah mulai 

dari peningkatan kerja sama kepolsian dengan negara lain, pembuatan PP yang 

mengatur tentag mekanisme permintaan ekstradisi dan mengamandemen UU No. 1 

tahun 1979 tentang ekstradisi yang diharapkan mengakomodir hal-hal lebih rinci 

terutama dalam hal mengajukan permintaan ke negara lain terkait penyerahan warga 

negara Indonesia ang melarikan diri ke luar negeri. 

Kata kunci: ekstradisi, kerja sama, tindak pidana. 
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ABSTRACT 

The development of the world, especially in the field of technology, IT and 

transportation has rapidly contributed the development progress of globalization era. 

The cooperation among the law enforcement agencies all over the world is required to 

in order to combat transnational crimes in form of capacity building, exchange 

information, joint investigation and assisting criminal investigation. Extradition is a 

process in law enforcement that requires the involvement of more than one country, 

such engagement is necessary because of the terrtorial or jurisdiction of another 

country which is the place of the person who is involved in a crime. In the field of 

law enforcement, pursuant to Article 42 paragraph 3 of Law no. 2 of 2002 on the 

Police of the Republic of Indonesia, the Police of the Republic of Indonesia may 

cooperate with overseas, whether in the framework of operations, technical 

cooperation and education and training. It is also the basis of the role of NCB Interpol 

Indonesia in the extradition process, where extradition extradition mechanism itself is 

regulated in Law no. 1 of 1979, although the formal judicial mandate enacted in the 

law has not yet been complied with by making a government regulation (PP) 

governing the mechanisms and procedures for extradition requests from Indonesia to 

other countries. In the implementation of extradition faced several obstacles that also 

become obstacles of law enforcers in an effort to request the surrender of Indonesian 

citizens involved in criminal acts and fled abroad. So that the recommendation would 

be the development of inter-agencies cooperation, establishing government regulation 

on extradition mechanism request and amendment of law number 1, 1979 concerning 

extradition in the case of making request to other countries. with other country and 

making regulation for request mechanism of extradition concerning extradition is 

expected to accommodate more details. 

Keywords: extradition, cooperation, criminal act. 
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